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PUTUSAN

Nomor 158/Pdt.G/2018/PA.Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Sengeti  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara-

perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Rina binti  Ismail,  umur  27 tahun,   agama Islam, pendidikan  SD,  pekerjaan

Karyawan,  tempat  tinggal  di  RT  04,  Desa  Rondang,

Kecamatan  Kumpeh,  Kabupaten Muaro  Jambi,  sebagai

Penggugat;

melawan

Widodo bin Sabar, umur  30 tahun, agama Islam, pendidikan  SD, pekerjaan

Wiraswasta,  tempat  tinggal  di  dahulu  di  RT  04,  Desa

Rondang,  Kecamatan  Kumpeh,  Kabupaten Muaro  Jambi,

sekarang  tidak  diketahui  tempat  tinggalnya  dengan  jelas

dan pasti, baik di dalam ataupun di luar wilayah Republik

Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah  mendengar  keterangan  Penggugat  dan  memeriksa  alat-alat  bukti  di

persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam gugatannya tertanggal 19 Maret 2018, yang

telah  terdaftar  dalam  register  perkara  Pengadilan  Agama  Sengeti,  Nomor

158/Pdt.G/2018/PA.Sgt, tanggal 19 Maret 2018, telah mengemukakan hal-hal

sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2007 telah dilangsungkan perkawinan

antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan

sesuai  dengan  tuntunan  ajaran  agama Islam.  Perkawinan  tersebut  telah
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dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kumpeh, Kabupaten

Muaro  Jambi,  Propinsi  Jambi.  Sebagaimana  tercatat  dalam  Akta Nikah

Nomor 045/13/II/2007, tertanggal 14 Februari 2007;

2. Bahwa  perkawinan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  dilangsungkan

berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah

tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa  setelah  menikah,  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  di  rumah

kediaman  bersama  di  Desa  Rondang,  RT  04,  Kecamatan  Kumpeh

Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi;

4. Bahwa  selama  masa  perkawinan,  Penggugat  dan  Tergugat  telah

berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai 1 (satu)

orang anak yang bernama fiona,  perempuan, lahir  pada tanggal  20 april

tahun 2008;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga

dengan  Tergugat  hanya  berlangsung  sampai  18  November  2017,

ketentraman  rumah  tangga Penggugat  dengan  Tergugat  mulai  goyah

setelah  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran secara  terus  menerus sejak  bulan  September tahun  2017

sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

 Tergugat  telah mengidap penyakit  yang menyebabkan Tergugat

tidak dapat melaksanakan kewajibannya memberi nafkah batin kepada

Penggugat;

 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat

sejak bulan september tahun 2017; 

 Tergugat dan Penggugat sudah tidak saling tegur sapa sehingga

tidak  dapat  melakukan  diskusi  untuk  menyelesaikan  masalah  dalam

rumah tangga;

6. Bahwa puncak dari percekcokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi

pada bulan September tahun 2017 Yang menyebabkan antara Penggugat

dan  Tergugat  telah  pisah  rumah,  dimana  Tergugat  pergi  meninggalkan

rumah bersama. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah

tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
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7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut  rumah tangga yang dihadapi,

Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat

dan  Tergugat  untuk  mencari  penyelesaian  dan  demi  menyelamatkan

perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana

yang diuraikan di atas sudah sulit  dibina untuk membentuk suatu rumah

tangga  yang  sakinah,  mawaddah  wa rahmah sebagaimana  maksud  dan

tujuan  dari  suatu  perkawinan,  sehingga  lebih  baik  diputus  karena

perceraian;

9. Bahwa  berdasarkan  hal-hal  tersebut  di atas,  permohonan  Penggugat

untuk  mengajukan  gugatan  perceraian  terhadap  Tergugat  atas  dasar

pertengkaran yang terjadi  terus menerus dan tidak  mungkin  hidup rukun

dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f)

Peraturan  Pemerintah  Nomor 9  Tahun  1975,  sehingga  berdasar  hukum

untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan  dalil  dan  alasan-alasan  tersebut  di atas,  maka  dengan  ini

Penggugat  memohon kepada  Ketua  Pengadilan  Agama Sengeti  cq.  Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari

persidangan,  kemudian memanggil  Penggugat  dan Tergugat  untuk  diperiksa

dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menceraikan perkawinan Penggugat (Rina binti Ismail) dengan Tergugat

(Widodo bin Sabar);

3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan

salinan  putusan   yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  kepada

Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor

Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat

dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:
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Atau  apabila  Pengadilan  Agama  berpendapat  lain  mohon  putusan  yang

seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan, Penggugat telah

hadir  sendiri,  dan Tergugat belum dipanggil  secara sah karena berdasarkan

berita acara relaas panggilan tanggal 23 Maret 2018, Jurusita tidak bertemu

Tergugat,  karena  Tergugat  tidak  lagi  tinggal  di  Desa  Rondang  dan  relaas

diketahui  Kepala  Desa  Rondang,  kemudian  Penggugat  diberi  kesempatan

mencari alamat Tergugat namun tidak berhasil dan pada sidang tanggal 12 April

2018, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi mencari alamat keberadaan

Tergugat  dan  mohon  Tergugat  dipanggil  secara  ghaib,  selanjutnya Tergugat

telah dipanggil  secara resmi dan patut  melalui  mass media (Radio Republik

Indonesia Jambi) pada tanggal 11 April 2018 dan 11 Mei 2018, namun Tergugat

tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau

kuasanya,  sehingga  Tergugat tidak  dapat  didengar  keterangannya  dan

persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha

mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan cara menasihati

Penggugat  agar  tetap  mempertahankan keutuhan rumah tangganya  dengan

Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak

pernah  hadir  ke  persidangan,  maka  pemeriksaan  dilanjutkan  dengan

membacakan  gugatan  Penggugat  yang  isinya  tetap  dipertahankan  oleh

Penggugat  kecuali  untuk  petitum  angka  3  yang  dinyatakan  dicabut  oleh

Penggugat;

Bahwa,  untuk  meneguhkan  dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat

yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 045/13/II/2007, tertanggal 14

Februari  2007,  yang  telah  dimeterai,  telah  di-nazegelen,  dan  telah

dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P;
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B. Saksi

1. Eko Setia bin Yasmani, umur  33 tahun, agama Islam, pekerjaan

Petani, tempat kediaman di RT 04, Desa Rondang, Kecamatan Kumpeh,

Kabupaten Muaro  Jambi.  Di  hadapan  persidangan  telah  memberikan

keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi  kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara,

karena saksi adalah tetangga Penggugat; 

- Bahwa sepengetahuan  saksi, rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat  pada awalnya rukun, namun sejak bulan November 2017

Tergugat  pergi  meninggalkan  Penggugat  tanpa  diketahui

keberadaannya hingga sekarang; 

- Bahwa berdasarkan informasi warga masyarakat Penggugat dan

Tergugat pernah bertengkar;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan

Tergugat.

2. Sari  binti  Darimin,  umur  29 tahun,  agama Islam, pekerjaan  Ibu

Rumah Tangga, tempat kediaman di RT 04, Desa Rondang, Kecamatan

Kumpeh,  Kabupaten Muaro  Jambi.  Di  hadapan  persidangan  telah

memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai

berikut:

- Bahwa saksi  kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara,

karena saksi adalah teman Penggugat; 

- Bahwa sepengetahuan  saksi, rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat  pada awalnya rukun, namun sejak bulan November 2017

Tergugat  pergi  meninggalkan  Penggugat  tanpa  diketahui

keberadaannya hingga sekarang; 

- Bahwa  berdasarkan  informasi  warga  masyarakat  bahwa

Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan

Tergugat.

Bahwa,  Penggugat  mencukupkan  keterangan  kedua  orang  saksi

tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dengan
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memberikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap dengan gugatan semula dan

mohon kepada Majelis  Hakim  agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan

gugatan Penggugat, karena Penggugat telah membuktikan segala dalil gugatan

Penggugat di persidangan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala

hal  sebagaimana  tercantum  dalam  berita  acara  sidang  perkara  ini,  yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa  perkawinan  antara  Penggugat  dan  Tergugat

dilaksanakan  menurut  hukum  Islam  (vide P),  maka  berdasarkan  ketentuan

Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan  Jo. Pasal  49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Peradilan Agama Jo.  Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975  Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1  Tahun 1974  Tentang

Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  gugatan  Penggugat,  Penggugat

berdomisili di Kabupaten Muaro Jambi, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan

Agama  Sengeti,  sehingga  pengajuan  gugatan  tersebut  telah  memenuhi

ketentuan Pasal  73 ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Peradilan Agama. Oleh karena itu,  perkara ini  termasuk dalam kewenangan

relatif Pengadilan Agama Sengeti;
Menimbang,  bahwa  Penggugat  dalam  surat  gugatannya  mendalilkan

bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan

Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Kumpeh,

Kabupaten  Muaro  Jambi, sesuai  dengan  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor

045/13/II/2007,  tertanggal 14 Februari  2007, oleh karena itu  Penggugat  dan

Tergugat memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (persona standi in

judicio),  dan berdasarkan pasal  73 ayat  (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun

1989  Tentang  Peradilan  Agama  Jo.  Pasal  132  Kompilasi  Hukum  Islam,
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Penggugat  memiliki  kedudukan  hukum  (legal  standing) untuk  mengajukan

perkara a quo;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat

agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1) dan

ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama  Jo.

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI),

akan tetapi tidak berhasil;
Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir  di

persidangan,  maka  kewajiban  mediasi  sebagaimana  kehendak  Peraturan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat

dapat  disimpulkan  bahwa  Penggugat  dalam  mengajukan  gugatan  cerai

terhadap Tergugat telah mendalilkan bahwa sejak bulan September tahun 2017

rumah tangga sudah tidak harmonis lagi akibat sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran.  Puncak  ketidakharmonisan  pada  bulan  September  2017

akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi

meninggalkan rumah kediaman bersama dan selama berpisah hingga sekarang

sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil  tersebut di atas, Penggugat

telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut:

Primer: 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menceraikan perkawinan Penggugat (Rina binti Ismail) dengan Tergugat

(Widodo bin Sabar);

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  akan  menjawab  petitum  gugatan

Penggugat  berdasarkan  fakta  hukum  yang  terbukti  di  persidangan  dengan

pertimbangan sebagai berikut;
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Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1, karena

berkaitan  dengan  petitum  yang  lain,  akan  Majelis  Hakim  pertimbangkan

kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2, maka

Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang,  bahwa  atas  gugatan  Penggugat  tersebut,  Tergugat  telah

dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan

Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun Tergugat tidak pernah hadir,

dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai

wakil  atau  kuasanya  yang  sah,  sedang  ketidakhadirannya  tersebut  bukan

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga patut dinyatakan Tergugat

tidak hadir ke persidangan;

Menimbang,  bahwa  dengan  ketidakhadiran  Tergugat  di  persidangan

sebagaimana tersebut di atas, maka dapat di duga bahwa Tergugat tidak mau

menggunakan haknya untuk  menyampaikan pembelaannya.  Oleh karena itu

perkara  ini  dapat  diproses dan akan  diputus  secara  verstek sesuai  dengan

Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Namun oleh karena perkara ini merupakan perkara

perceraian  yang  menyangkut  ikatan  suci  pernikahan  (mitsaqan  ghalidzan),

maka sesuai asas lex specialis derogat legi generali untuk kasus perceraian di

mana  Penggugat dibebankan dengan wajib bukti  demi menghindari  valsheid

(kebohongan) serta untuk lebih memberikan keyakinan kepada Majelis dalam

memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat

telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang mengaku sebagai tetangga dan

teman  Penggugat  sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara,

Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang,  bahwa  kedua  saksi  yang  diajukan  oleh  Penggugat  di

hadapan  Majelis  Hakim  telah  memberikan  keterangan  yang  pada  pokoknya

menerangkan  bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak

harmonis.  Antara  Penggugat dan Tergugat sering  terjadi pertengkaran. Kedua

saksi  mengetahui  pertengkaran  dari  informasi  warga  masyarakat.  Tergugat
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telah  pergi  meninggalkan Penggugat sejak  bulan  November  2017 yang lalu

hingga sekarang tanpa diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa  kedua  orang saksi yang diajukan oleh Penggugat

telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan

di  bawah  sumpah  yang  mana  keterangan  tersebut  saling  bersesuaian,

meskipun  kedua  saksi  tidak  mengetahui  langsung  perselisihan  dan

pertengkaran  antara  Penggugat  dan  Tergugat,  namun  saksi  tersebut

mengetahui  pisah  rumahnya  Penggugat  dengan  Tergugat,  sehingga  Majelis

Hakim  menilai  keterangan  saksi  tersebut  telah  menerangkan  suatu  akibat

hukum  (Rechts  Gevolg) sesuai  dengan  yurisprudensi  MA-RI  No.

299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003, oleh karenanya keterangan saksi tersebut

telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, alat bukti tersebut

telah memenuhi syarat materil dan formil untuk dijadikan bukti dengan demikian

dapat  dijadikan  sebagai  bukti  yang  mendukung  dalil  gugatan  Penggugat,

sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang,  bahwa dengan menghubungkan  dalil  gugatan Penggugat

dengan alat bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum

sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri  yang

terikat perkawinan yang sah;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan

harmonis lagi;

3. Bahwa  dalam  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sering  terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;

4. Bahwa  Tergugat  telah  pergi  meninggalkan  Penggugat sejak  bulan

November 2017 yang lalu hingga sekarang;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  yang  terbukti  di

persidangan,  Majelis  Hakim  menilai  bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang

secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah

cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;
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Menimbang,  bahwa  meskipun  demikian,  terjadinya  disharmoni  rumah

tangga  tidak  serta  merta  menjadi  alasan  yang  cukup  untuk  memutus

perkawinan dengan perceraian.  Sebab,  dalam konteks  tertentu,  perselisihan

rumah  tangga  justru  menjadi  instrumen  yang  semakin  mempererat  tali

perkawinan  karena  dari  perselisihan  itulah  suami  istri  bisa  semakin  baik

memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga

yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik; 

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (vide Pasal

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), perselisihan dan

pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan

dan pertengkaran yang bersifat  terus-menerus dan tidak ada harapan untuk

dapat  rukun  kembali.  Oleh  karena  itu,  terhadap  perkara  ini,  Majelis  Hakim

terlebih  dahulu  harus  mempertimbangkan  bentuk,  sifat,  dan  kualitas  materil

perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang,  bahwa pisah tempat  tinggal  Penggugat  dengan Tergugat

yang  sudah  berlangsung  selama  delapan  bulan  dan  selama  berpisah

Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  saling  memperdulikan  lagi.  Dengan

demikian,  pisah  tempat  tinggal  tersebut  bisa  dimaknai  sebagai  bentuk

kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Penggugat

dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap

masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta

bahwa  Tergugat  sudah  berhasil  mengatasi  pokok  persoalan  yang

diperselisihkannya, masih pisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak

menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena

itu,  dapat  disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat  dan

Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan

terus-menerus.  Membiarkannya  tetap  dalam keadaan seperti  sekarang tidak

memberi  harapan bahwa keduanya akan segera mengakhir perselisihan dan

pertengkaran tersebut; 
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Menimbang,  bahwa  dalam  keadaan  hubungan  seperti  itu,  Penggugat

mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya  untuk  bercerai  dengan

Tergugat.  Pada  sisi  lain,  Tergugat  tidak  pernah  menghadiri  persidangan

meskipun  sesungguhnya  persidangan  perkara  ini  merupakan  wahana  yang

cukup  efektif  bagi  Tergugat  untuk  dapat  menyatukan  kembali  komitmen

kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap

Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat

untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Upaya damai yang

dilakukan  oleh  pihak  keluarga  sebelum  gugatan  cerai  diajukan  Penggugat,

serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan

perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  jika  dalam  suatu  rumah  tangga  yang  sedang

menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun istri sudah

tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya

pihak  lain  agar  keduanya  tidak  bercerai  juga  tidak  berhasil,  maka  patut

disimpulkan  bahwa  rumah  tangga  tersebut  sudah  tidak  ada  harapan  untuk

dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan

dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-

menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang,  bahwa  dari  segenap  pertimbangan  di  atas,  alasan

Penggugat  untuk  bercerai  dengan  Tergugat,  secara  yuridis  telah  terbukti

memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak

ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada

dasarnya  merupakan  perikatan  lahir  dan  batin  patut  dinilai  telah  pecah

(brokendown  marriage).  Karena  itu,  tujuan  perkawinan  untuk  membentuk

rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang sakinah,

mawaddah, dan rahmah sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya,harapan

mashlahah dari  adanya  ikatan  perkawinan  tersebut  tidak  dapat  tercapai,

bahkan sebaliknya bisa menimbulkan  mafsadat atau  mudharat baik bagi  diri
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suami, isteri, maupun anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh

karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat

ketimbang  mempertahankannya.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  qawa’idul

fiqhiyah bahwa  menolak  kerusakan  didahulukan  dari  pada  menarik

kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas,

menjawab petitum poin 2 gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat

dapat dikabulkan;

Menimbang,  bahwa Majelis  perlu  mendeskripsikan pendapat  ahli  fiqh,

sebagaimana  tercantum dalam Kitab  Fiqh  as-Sunnah, Jilid  II,  halaman  291

yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

اذا             بائنة طلقة القاضى يطلقها وحينئذ التفريق القاضى من تطلب ان لها يجوز
بينهما        صلح ال عن عجز و الضرر ثبت

Artinya:“Dan  bagi  seorang  isteri  boleh  mengajukan  perceraian  terhadap

suaminya.  Dan  Hakim  boleh  menjatuhkan  talak  satu  ba’in,  apabila

terbukti  adanya  kemadharatan  dalam  pernikahan dan keduanya  sulit
  didamaikan”; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c

Kompilasi  Hukum Islam,  talak  bagi  istri  yang  dijatuhkan  Pengadilan  Agama

adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas

suami istri  boleh akad nikah baru meskipun dalam iddah. Mengingat  bahwa

talak  tersebut  adalah  yang  pertama  kali  dalam  perkawinan  Penggugat  dan

Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain

shugra;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  pencabutan  sebagian  gugatan  oleh

Penggugat  tersebut  dilakukan  setelah  pembacaan  gugatan  dan  sebelum

jawaban  Tergugat,  maka  sesuai  dengan  Pasal  271  RV dan  Pasal  272  RV,

pencabutan  gugatan  tanpa  harus  dengan  persetujuan  Tergugat,  sehingga

pencabutan  gugatan  oleh  Penggugat  tersebut  beralasan  dan  tidak

bertentangan  dengan  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku,  maka

permohonan pencabutan petitum poin 3 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  petitum  gugatan  Penggugat  poin  4,  oleh  karena

perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1)
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah

diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-undang

Nomor  50  Tahun  2009,  petitum  gugatan  tersebut  patut  dikabulkan  dengan

membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  Majelis  Hakim  atas

masing - masing  petitum gugatan Penggugat di atas,  maka  menjawab petitum

gugatan Penggugat poin 1, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat  segala  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini.
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra Tergugat  (Widodo  bin  Sabar)

terhadap Penggugat (Rina binti Ismail);

4. Membebankan  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  sejumlah

Rp891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018

M  bertepatan  dengan  tanggal  04  Dzulhijah 1439 H,  oleh  kami  Rijlan

Hasanuddin,  Lc. sebagai  Ketua Majelis,  Yunizar  Hidayati,  S.H.I. dan  Apit

Farid,  S.H.I.  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota.  Putusan  tersebut

diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk

umum,  dengan  didampingi  oleh  Hakim  Anggota  yang  sama,  dibantu  oleh

Umarriadh Bafadhal, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. 

Hakim Anggota,

ttd

Yunizar Hidayati, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Rijlan Hasanuddin, Lc.
Hakim Anggota,

Apit Farid, S.H.I.
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Panitera Pengganti,

Umarriadh Bafadhal, S.H., M.H.
Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran     : Rp    30.000,00
2. Biaya Proses : Rp    50.000,00
3. Biaya Panggilan      : Rp  800.000,00
4. Biaya Redaksi        : Rp      5.000,00
5. Biaya Materai        : Rp      6.000,00

Jumlah Rp  891.000,00
(delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
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